
S A L I N A N 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H  L A U T 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR   1  TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN 

RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2021       

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan 

Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 8 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi 

Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten kepada Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun 

Anggaran 2021;  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);  

  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11.  Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7); 

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan 

Penyaluran Dana Alokasi Desa dan Bagian dari Hasil 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 

48); 

 

M E M U T U S K A N: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI 

DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI 

DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 

2021. 
 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 

Laut. 

4. Desa adalah desa dalam Kabupaten Tanah Laut. 

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut. 

6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten dalam Angaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

7. Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa yang selanjutnya disebut 

HPDesa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten 

untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil pajak daerah 

kabupaten.      
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8. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa yang selanjutnya disebut 

HRDesa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten.      

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan yang selanjutnya 

disebut APBDesa Peubahan adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan desa perubahan. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

BAB II 

PENGALOKASIAN  

 

Pasal 2 

 

(1) ADD, HPDesa, dan HRDesa Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 

2021 bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 

2021 melalui Anggaran Belanja Tidak Langsung, Kode Rekening sebagai  

berikut:  

a. ADD Kode Rekening 5.4.02.05.01; 

b. HPDesa Kode Rekening 5.4.01.01.03; dan 

c. HRDesa Kode Rekening 5.4.01.02.01.    

(2) ADD, HPDesa, dan HRDesa Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 

2021 sebagai berikut : 

a. ADD sebesar Rp115.040.966.190,00 (seratus lima belas milyar empat 

puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan 

puluh rupiah); 

b. HPDesa sebesar Rp3.523.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua 

puluh tiga juta rupiah rupiah); dan 

c. HRDesa sebesar Rp1.022.044.470,00 (satu milyar dua puluh dua juta 

empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).   

(3) Besaran ADD, HPDesa, dan HRDesa Kabupaten Tanah Laut untuk setiap 

Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, 

Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini.  

 

Pasal 3 

 

ADD, HPDesa, dan HRDesa Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dituangkan dalam APBDesa 

APBDesa Perubahan masing-masing Desa. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

  

 

   Ditetapkan di Pelaihari  

   pada tanggal  4 Januari 2021    

 

    BUPATI TANAH LAUT, 

                  ttd                    

          Ttd 

                          

               H. SUKAMTA 

 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal  4 Januari 2021      

 

   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

                Ttd 

 

      H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR  1                           


	BUPATI TANAH LAUT,

